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DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN 

 

Proyek perubahan " Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad 

Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui Coaching 

Clinic " di Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya inovatif untuk 

meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) dalam menghadapi tantangan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan yang 

semakin kompleks. Yang melatarbelakangi Proyek ini dirancang untuk 

Pengendalian yang dapat memitigasikan resiko kesalahan pengelolaan Anggaran. 

Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk mengoptimalkan Peran 

Inspektorat dalam mengawal Penyelenggaraan Pemerintah dalam pelaksanaan 

Pengawasan masih melaksanakan kegiatan Assurance yaitu: Audit, Reviu, 

Monitoring dan Evaluasi. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 

2008 tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah Pasal 48 Belum optimal 

dilakukan kegiatan pengawas lainnya berupa Pembinaan dan Konsultasi. 

Strategi Implementasi dari proyek perubahan "Mengoptimalkan Peran 

Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola 

Pemerintah Melalui Coaching Clinic " meminimalkan adanya kesalahan dan 

meningkatkan kinerja OPD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

Dengan implementasi proyek ini, diharapkan terjadi peningkatan opini 

laporan keuangan pemerintah daerah akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 

meningkatnya nilai survey penegakan Integritas masuk dalam kategori zona hijau, 

dan nilai MCP dari KPK meningkat. 

Secara keseluruhan, "Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad 

Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui Coaching 

Clinic " bukan hanya sekadar penambahan kegiatan, tetapi juga langkah strategis 

untuk menciptakan sinergitas antara Pengawasan dengan OPD teknis dalam 

meningkatkan tata kelola Pemerintah. Dengan demikian, proyek ini akan 

berkontribusi pada pembangunan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
A. Latar Belakang 

Pengawasan tata kelola pemerintah merupakan fungsi organik manajemen 

yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain 

pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan 

untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan 

tercapai.  

Kewenangan daerah yang luas mencakup kewenangan yang utuh dan bulat 

dalam penyelenggaraan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pengendalian dan evaluasi. Fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan 

dan proporsional dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Pemerintah Daerah 

merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah semestinya berjalan 

sinergis dengan Pemerintahan Pusat secara konsisten. 

Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008 , Pasal 47 Menteri/pimpinan lembaga, 

gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. (2) Untuk memperkuat 

dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. 

pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pasal 48 (1) Pengawasan intern sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern 

pemerintah. (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. 

pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya. Penjelasan pasal 48 ayat (2) 

huruf e: Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai 

pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan 

konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. 

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2018 Tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah tersebut, pada pasal 48 ayat (2) tesebut APIP Melakukan 

pengawasan berupa Audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. 

Pengawasan lainnya dalam penjelasan PP 60 tahun 2018 tersebut disebutkan 

kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, 

Pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan 

hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Pelaksanaannya kegiatan 

Konsultasi belum berjalan dengan baik, untuk itu diperlukan suatu media yaitu 

Coaching Clinic. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2020 tentang Susunan 

organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

pada pasal 84 berbunyi bahwa Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan Kebijakan Daerah, Pelaksanaan 

Kebijakan, pengordinasian pelaksana tugas perangkat daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan 

administrasi pimpinan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 

110/KPTS/VII/2022, tahun 2022 tentang Pembidangan Koordinasi Antara Asisten 
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Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Instansi Vertikal di 

Tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Asisten administrasi dan Umum membidangi 

koordinasi dengan delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tiga Biro Setda 

Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu OPDnya dibidang pengawasan yaitu 

Inspektorat Daerah. 

Tugas Asisten Administrasi Umum dalam hal ini adalah memastikan bahwa 

kebijakan yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan mengoordinasikan 

pelaksanaan tugas di Inspektorat. Namun, terdapat tantangan dalam bentuk 

pertanggungjawaban kepala daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019. Pada tahun 2023, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 

(BPK RI) mencatat bahwa empat wilayah di Sumatera Selatan gagal 

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Salah satu penyebabnya adalah adanya 

pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang 

sebenarnya. 

Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan masih mendapatkan opini WTP 

dengan Penekanan Suatu Hal (PSH). Pencapaian ini menandai keberhasilan 

mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-sepuluh kali secara berturut-

turut, meski terdapat penekanan suatu hal. Prestasi ini hendaknya memotivasi 

seluruh jajaran pemerintah provinsi untuk terus berupaya meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kualitas 

dari laporan keuangan yang disajikan.  

Hasilnya menunjukkan bahwa penilaian dan data KPK RI, terdapat nilai survei 

penilaian integritas (SPI) Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan 
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peningkatan dari 65,59 pada tahun 2022 menjadi 69,93 pada tahun 2023, meskipun 

masih berada dalam zona merah. Jumlah pengaduan korupsi di Sumatera Selatan 

dalam periode 2018-2022 tercatat masuk dalam 10 besar, dengan urutan ke-6 

sebanyak 1.340 pengaduan. Selain itu, nilai Monitoring Center Prevention (MCP) 

di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 86% pada tahun 2022 

menjadi 84,22% pada tahun 2023.  

Berdasarkan kondisi di atas terdapat permasalahan dalam Tata Kelola dalam 

pelaksanaan pemerintahan yang masih memerlukan perbaikan  dalam 

pelaksanaannya, sebagaimana tabel 1, berikut: 

Tabel 1 

Nilai Indeks SPI di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 
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Salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 12 tahun 2019 Tentang hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintaha Daerah oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023, sebanyak empat wilayah 

di Sumatera Selatan gagal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2022. Salah satu 

penyebab opini WDP yaitu adanya pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai 

ketentuan dan kondisi senyatanya, sedangkan pada tahu 2024 Provinsi Sumatera 

Selatan masih mendapatkan Opini WTP dengan PSH (Penekanan Suatu Hal). 

Sedangkan berdasarkan hasil penilaian dan data KPK RI terdapat Kondisi nilai 

Survey Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2022 sebesar 65,59 dan tahun 2023 

sebesar 69,93 . hal tersebut menunjukkan Provinsi Sumatera Selatan masih masuk 

dalam zona merah (rincian pada Tabel 1). 

 

Tabel 2 Perkara Korupsi Daerah Terbaru 
 

 
 

Sementara itu jumlah pengaduan korupsi di Sumtera Selatan pada tahun 2018 

sampai dengan 2022 masuk dalam 10 besar pada urutan ke 6 sebanyak 1.340. Untuk 

nilai Monitoring Center Prevantion (MCP) di Provinsi Sumatera Selatan nilainya 

pada tahun 2022 sebesar 86% sedangkan tahun 2023 menurun menjadi sebesar 

84,22%. Nilai AKIP Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2022 nilainya sebesar 

78,06 (BB) dan tahun 2023 sebesar 78,25 (BB), sedangkan kondisi AKIP di OPD 

sebagai berikut: 
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Tabel 3 

Daftar Nilai AKIP OPD di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2023 
 

No. Perangkat Daerah 
Nilai Evaluasi      

2022 

Nilai Evaluasi  

2023 
Predikat 

1. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

91,31 91,48 AA 

2. Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

74,74 88,62 A 

3. Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

74,31 86,88 A 

4. Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan 

72,74 85,84 A 

5. Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

84,54 84,91 A 

6. Inspektorat Daerah 82,47 83,41 A 

7. Rumah Sakit Ernaldi Bahar 81,49 83,00 A 

8. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

83,22 82,93 A 

9. Badan Pendapatan Daerah 78,62 82,36 A 

10. Dinas Kearsipan 81,43 81,18 A 

11. Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah 

76,60 81,01 A 

12. Badan Kepegawaian Daerah 78,32 80,44 A 

13. Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga dan Tata Ruang 

79,86 80,07 A 

14. Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Holikultura 

75,83 80,06 A 

15. Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

68,69 79,93 BB 

16. Dinas Perhubungan 78,77 79,89 BB 

17. Dinas Perindustrian 76,74 79,38 BB 

18. Dinas Kesehatan 75,47 79,05 BB 

19. Sekretariat DPRD 78,32 78,93 BB 

20. Dinas Perpustakaan 78,12 78,74 BB 

21. Dinas Pemuda dan Olahraga 70,98 78,68 BB 

22. Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 

77,96 78,12 BB 

23. Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

72,24 77,33 BB 

24. Dinas Perkebunan 75,23 76,35 BB 

25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah 

74,30 75,89 BB 
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26. Dinas Perdagangan 75,54 75,84 BB 

27. Dinas Energi dan Sumber 

daya Mineral 

72,93 75,83 BB 

28. Dinas Kehutanan 71,44 75,77 BB 

29. Dinas Pendidikan 74,91 75,56 BB 

30. Dinas Pengelolaan Sumber 

Daya Air 

71,03 74,41 BB 

31. Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

64,63 74,10 BB 

32. Satuan Polisi Pamong Praja 72,94 73,37 BB 

33. Sekretariat Daerah 70,83 73,35 BB 

34. Dinas Sosial 63,73 73,24 BB 

35. Dinas Lingkungan Hidup  

dan Pertanahan 

70,31 72,29 BB 

36. Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah 

70,10 71,76 BB 

37. Dinas Kelautan dan Perikanan 78,05 68,14 B 

38. Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

72,78 66,62 B 

39. Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

54,85 64,06 B 

40. Badan Penghubung 63,76 63,83 B 

41. Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil 

61,44 57,35 CC 

 

Sementara itu nilai AKIP Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2022 nilainya 

sebsar 78,06 (BB) dan tahun 2023 sebesar 78,25 (BB), sedangkan kondisi 

AKIP di OPD sebagai berikut: 

a) Terdapat 1 OPD nilai AA 

b) Terdapat 13 OPD nilainya A 

c) Terdapat 22 OPD Nilainya BB 

d) Terdapat 4 OPD nilainya B 

e) Terdapat 1 OPD nilainya CC 

Berdasarkan kondisi di atas terdapat permasalahan dalam Tata Kelola dalam 

pelaksanaan pemerintahan yang masih memerlukan perbaikan dalam 

pelaksanaannya dan diperlukan optimalisasikan peran Pengawasan dari Inspektorat 
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Provinsi Sumatera Selatan.                                         

 

B. Profil Pelayanan Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2016 

Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan 

program, pelayanan administrative, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 

urusan pemerintahan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum 

dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan keprotokolan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Asisten 

Administrasi Umum mempunyai fungsi :  

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, administrasi umum dan perlengkapan serta hubungan 

Masyarakat dan keprotokolan; 

b. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas dan program di 

bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum dan perlengkapan 

serta hubungan Masyarakat dan keprotokolan;  

c. Penyelenggaraan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, administrasi umum dan perlengkapan serta hubungan 

Masyarakat dan keprotokolan;  

d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sumber daya aparatur, keuangan, 

sarana dan prasarana di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi 

umum dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 
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Asisten Administrasi dan Umum, membawahi :  

1. Biro Organisasi  

2. Biro Umum dan Perlengkapan  

3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol  

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel 

 

C. Identifikasi Permasalahan 

1. Mengidentifikasi dan analisis isu strategis  

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah 

dilakukan melalui fungsi-fungsi organic manajemen pemerintahan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan 

sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara professional 

dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan 

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

Biro Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah

Biro Hukum dan Hak 
Asasi Manusia

BIro Kesejahteraan 
Rakyat 

Asisten Ekonomi, Keuangan 
dan Pembangunan

Biro Perekonomian

Biro Administrasi 
Pembangunan

Asisten Administrasi dan 
Umum 

Biro Organisasi

Biro Umum dan 
Perlengkapan 

Biro Hubungan 
Masyarakat dan Protokol
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efisien. Dengan kewenangan yang luas akan meningkatkan inovasi dan 

kreatifitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dibidang 

pengawasan, agar mampu eksis dan bertahan dalam persaingan yang 

semakin kuat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka 

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan terus menerus melakukan perubahan 

kearah kebaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan 

yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja 

yang berorientasi pada pencapaian hasil. 

2. Akar penyebab masalah 

Kewenangan yang luas terbuka juga peluang terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan pemerintahan, sehingga memerlukan 

pengawasan yang karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya 

penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan 

mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya 

kesehateraan masyarakat.  

Perencanaan kerja merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi 

persoalan yang dihadapi saat ini, karena pencapaian kerja merupakan 

rangkaian tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk 

mengimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi.  

Berikut gambaran kondisi eksisting penyebab masalah adalah sebagai 

berikut :  
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Gambar 2. 

Kondisi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

 

Adapun penyebab hal di atas adalah sebagai berikut :  

a. Masih lemahnya pengendalian intern dalam memitigasi risiko dalam 

penyelenggaran pemerintahan khususnya pengelolan keuangan daerah, 

tata Kelola pelayanan, dan kinerja OPD. 

b. Masih kurangnya kompetensi SDM dalam tata Kelola keuangan, 

capaian kinerja. 

c. Masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan terhadap peran 

pengawasan dari Inspektorat. 

 

D. Strategi Penyelesaian Masalah 

Proyek perubahan ini diawali dengan analisis mendalam mengenai tantangan 

yang dihadapi dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik dari 

aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan perlu dilakukan secara terus 

menerus. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan melalui pendidikan sedangkan 

Belum Optimalnya 
Peran Inspektorat 
dalam mengawal 
penyelenggaraan 

pemerintah

Opini LKPD WTP 
dengan Penekanan 

Suatu Hal (PSH)

Banyaknya Kasus 
Pengaduan 

Survei Penilaian 
Integritas Rendah 

(Zona Merah) 

Nilai MCP menurun 

Nilai AKIP masih BB 
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peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan (Morris & Lim, 2006).  

Kegiatan Coaching Clinic ini adalah suatu cara yang harus diterapkan untuk 

mendidik sumber daya manusia yang ada supaya lebih meningkatkan pengetahuan 

serta keterampilannya, sehingga ketersediaan sumber daya manusia dalam 

menunjang program pemerintah dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa 

program tersebut dapat tercapai dengan mengembangkan pelatihan bagi 

pengembahan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.   

Rencana kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu setiap tahunnya dengan memperhitungkan potensi. 

Peluang dan kendala yang ada mungkin timbul, rencana kerja mengandung visi dan 

misi, tujuan, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis. Agar maksud 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat. Serta daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang dihahrapkan, 

maka pengawasan sebagai instrument dalam manajemen organisasi pemerintahan 

harus berjalan dan terlaksana secara optimal melalui penerapan Coaching Clinic 

sebagai media pengawasan tata kelola pemerintah. 

Tata Kelola Proyek Perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, 

Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui 

Coaching Clinic dapat dianalisis menggunakan Metode SWOT (Strengths, 

Weakness, Opportunities, Threats) untuk memahami potensi dan tantangan yang 

ada. Berikut adalah gambaran analisisnya :  
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Tabel 4 Analisis SWOT 
 

Strenghts (Kekuatan) Opportunities (Peluang) 

1. Mempunyai kewenangan dalam 

melaksanakan pengawasan (Piagam Audit) 

2. Memiliki Auditor yang berpengalaman 

3. Dapat mengakses semua data dan 

       informasi dari berbagai OPD, 

memperkuat analisis 

1. Kolaborasi dengan instansi/OPD Pembina 

dan APIP 

2. Meningkatnya perhatian Masyarakat 

terhadap trasparansi dan akuntabilitas 

3. Tersedianya program pelatihan untuk 

meningkatkan kapasitas dan kompetensi 

SDM 

Weaknesses (Kelemahan) Threats (Ancaman) 

1. Jumlah auditor yang masih kurang 

2. Kurang Teknologi Modern 

3. Kurang sarana penunjang dalam 

melaksanakan pengawasan 

4. Masih lambatnya respon tindak lanjut 

terhadap rekomendasi yang diberikan 

5. Kurangnya dukungan dari instansi yang 

diaudit 

1. Adanya perubahan peraturan 

2. Perkembangan teknologi digital 

3. Adanya Intervensi yang mempengaruhi 

objektivitas dan independensi 

4. Munculnya tuntutan hukum atau ligitasi 

yang bisa mengganggu fungsi inspektorat 

 
Upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan mitigasi agar permasalahan 

tersebut tidak terulang kembali, diperlukan adanya pemecahan masalah dengan 

solusi sebagai berikut : 

a. Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risikonya. 

Pemetaan risiko dilakukan untuk menjadikan perhatian dengan membangun 

pengendaliannya sebagai bentuk mitigasi sehingga diharapkan tidak terjadi 

lagi permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya. 

b. Melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi 

Melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi secara rutin kepada pegawai, 

sehingga para pegawai yang terlibat dalam kegiatan dapat melaksanakan 

kegiatannya/ tupoksinya sesuai dengan peraturan. 
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c. Meningkatkan Peran Inspektorat Dalam Pengawasan (audit, reviu, 

evaluasi dan pengawasan lainnya). 

Audit yang dilakukan permasalahan yang menjadi perhatian dari hasil 

pemeriksaan yang dilakukan pihak eksternal pemerintaha provinsi, untuk 

memastikan apakah kejadian terbut masih berulang terjadi atau terjadi di OPD 

yang belum menjadi sample. Pada pengawasan lainnya yang dapat dilakukan 

tentunya adalah pembinaan melalui adanya coaching clinic. Para pelaksana 

OPD dapat berkonsultasi dan mendapatkan pembinaan, bimbingan teknis 

secara singkat untuk dapat menguasai pengetahuan dan ketrampilan dibidang 

tertentu.  

Dengan Upaya yang dilakukan di atas diharapakan Opini WTP dapat dicapai 

dengan minimnya permasalahan, dan pengaduan berkurang dengan adanya perang 

pengawasan dari Inspektorat Daerah terkhususnya adanya pembinaan melalui 

kebijakan pelakasanaan coaching klinik. Hal ini akan berdampak pada perbaikan 

terhadap penegakan integritas. Kinerja OPD dan Pemerintah Meningkat yang 

dicerminkan dengan Nilai AKIP A atau AA. 

 

E. Tujuan dan Manfaat 

Secara lebih spesifik, tujuan disusun nya Laporan Proyek Perubahan yang 

berjudul Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, BPKAD Dan Biro 

Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui Coaching Clinic, 

antara lain :  

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Inspektorat, Bappeda, BPKAD dan 
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Biro Organisasi dalam menentukan prioritas program kegiatan dalam 

Pengawasan Tata Kelola Pemerintah melalui Penerapan Coaching Clinic.  

2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.  

3. Memberikan Gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya 

dengan tugas pokok dan fungsi instansi sekaligus memberikan Gambaran 

kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi. 

Manfaat Proyek Perubahan diantaranya sebagai berikut :  

Manfaat Ekonomi: 

a) Meningkatkan fungsi pelayanan berupa pembinaan kepada OPD Provinsi 

Sumatera Selatan 

b) Peningkatan Efisensi waktu 

c) Pengurangan biaya operasional 

d) Efektifitas pembinaan dengan adanya koloborasi pembinaan inspektorat dan 

OPD    Pembina kepada OPD yang dilayani. 

Penerima Manfaat : 

a) Mempermudah pelaksanaan fungsi pengawasan lainnya berupa peran 

konsultasi  (Inspektorat). 

b) Mempermudah OPD dalam menambah ketrampilan dan memecahkan 

kebimbangan terhadap pengambilan Keputusan. 

c) Pemerintah Provinsi, Tata Kelola keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat 

meraih Opini WTP, SPI Masuk zona hijau, Kasus pengaduan menurun dan 

MCP Nilainya meningkat serta AKIP nya menjadi A. 
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F. Output dan Outcome 

Output dari Proyek Perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, 

Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah 

Melalui Coaching Clinic, adalah :  

1. Surat Keputusan Tim Efektif Proyek Perubahan  

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Coaching Clinci di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

3. Surat Edaran Pelaksanaan Coaching Clinic 

4. Penyediaan Anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Coaching Clinic di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.  

5. Pengadaan Rumah Coaching Clinic 

Outcome dari Proyek Perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, 

Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah 

Melalui Coaching Clinic, adalah :  

1. Menerbitkan SOP sebagai Pedoman Pengawasan lainnya melalui Coaching 

Clinic.  

2. Melaksanakan Sosialisasi terkait penerapan Coaching Clinic terhadap 

instansi terkait.  

3. Melaksanakan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan 

pelaksanaan Penambahan Pegawai melalui penerimaan CPNS.  

4. Memaksimalkan penerapan Coaching Clinic sebagai media pengawasan 

tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan. 
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BAB II 

PELAKSANAAN TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN 

 

 

 
A. Deskripsi Pelaksanaan Tahapan 

Dalam rangka tertib pelaksanaan kegiatan maka diatur dalam tiap tahapan 

(milestone) pada tabel 4, sebagai berikut : 

Tabel 5 

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Mile Stone) 

No Tahapan Evidence 

1 Jangka 

 Pendek 
a. Pembentukan Tim 

b. Surat Edaran Tentang pembentukkan Coaching Clinic 

c. SK Kepala Daerah tentang SOP Pelaksanaan Coaching Clinic 

d. Terlaksananya Sosialisasi tentang prosedur Coaching Clinic 

e. Launching Implementasi Coaching Clinic 

f. Implementasi Coaching Clinic 

2 Jangka 

Menengah 
a. Tersedianya SDM baik kualitasnya maupun kuntitasnya sesuai 

dengan yang dibutuhkan 

b. SPI masuk zona hijau 

c. Opini LKPD tetap WTP 

d. Kasus atau pengaduan berkurang 

e. Nilai Akip Provinsi naik menjadi A 

f. Tersedianya Sarana dan Prasarana 

3 Jangka 

Panjang 
a. Pembangunan berjalan lancar dan optimal 

b. Pertumbuhan ekonomi meningkat 

c. Kesejahteraan masayarakat terwujud 

d. Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Tahapan Milestone 
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B. Capaian Manfaat Jangka Pendek 

Setelah dilakukan tahapan milestone jangka pendek, maka telah dicapai jangka 

pendek, yaitu :  

1. Peningkatan wawasan dan pengetahuan Masyarakat tentang pengawasan tata 

Kelola pemerintahan melalui sosialisasi secara langsung maupun media massa 

baik cetak maupun elektronika. 

2. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan , 

dengan cara menambah dari anggaran terkait penerapan coaching clinic 

sebagai media pengawasan tata kelola pemerintahan.  

3. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi di bidang pengawasan tata Kelola 

pemerintahan terhadap instansi / unit kerja, sehingga dapat tercipta pemahaman 

yang sama tentang pentingnya pengawasan tata Kelola pemerintahan dalam 

penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan.  

4. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) oleh 

masing-masing organisasi terhadap pihak-pihak terkait, sehingga dapat 

teridentifikasi kesalahan secara dini dan diperbaiki serta tidak menjadi 

masalah/penyimpangan yang mengarah pada tindakan korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN). 
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BAB III 

IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING,  

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP  

DAN ORGANISASI PEMBELAJAR 

 

 

 
A. Implementasi Strategi Marketing 

1. Strategi Marketing Sektor Publik 

a. Product  

Dalam pelaksanaan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran 

Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan 

Tata Kelola Pemerintah Melalui Coaching Clinic, beberapa hasil 

product yang dihasilkan sebagai berikut :  

a) Terbentuknya SK Tim Efektif  

b) Terbentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan  

c) Terbitnya Peraturan Gubernur tentang Penerapan Coaching 

Clinic sebagai media pengawasan Tata Kelola Pemerintahan 

b. Price  

Sebagai tempat penyelenggaraan proyek perubahan Mengoptimalkan 

Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam 

Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui Coaching Clinic, yaitu :  

1) Efektifitas alat ukur keberhasilan suatu tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan menadi rencana dan tercapai secara maksimal.  

2) Efektifitas program kebijakan dari tujuan, prosedur maupun 

hasil yang terpenuhi.  
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3) Efisiensi produksi yang terukur dengan waktu dalam 

perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana 

pencapaiannya dan sasaran program yang telah ditetapkan.  

c. Place  

Sebagai tempat penyelenggaraan proyek perubahan Mengoptimalkan 

Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam 

Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui Coaching Clinic, yaitu : 

1) Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 

2) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 

3) BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan  

4) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan  

d. Promotion  

Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat melalui media cetak, media 

elektronik, media sosial (Instagram, Facebook, Tiktok). 

Gambar  4  Strategi Marketing Sektor Publik 
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B. Implementasi Public Private Partnership 

Implementasi Public Private Partnership (PPP) dalam pelaksanaan proyek 

perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro 

Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui Coaching 

Clinic. 

1) SDM Internal / Tim Efektif  

Dalam pelaksanaan kegiatan tim efektif melaksanakan rapat-rapat Forum 

Group Discussion (FGD) dan melakukan piloting. Tim efektif juga 

melakukan komunikasi dengan stakeholders melalui media komunikasi 

seperti telepon dan Whatsapp.  

2) SDM Eksternal  

Pemanfaatan sumber daya eksternal adalah keterlibatan eksternal 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan dan 

penyelenggaraan proyek perubahan. Sumber daya eksternal yang berperan 

serta dalam proyek perubahan. 

3) Pemanfaatan Infrastruktur  

Infrastruktur yang digunakan dalam implementasi proyek perubahan ini 

berasal dari internal dan eksternal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan. 

4) Sumber Daya  

Dalam implementasi proyek perubahan ini, Project Leader tidak hanya 

memberdayakan tim efektif, namun juga menggunakan sumber daya di 

luar tim efektif yang berasal dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera 

Selatan.  
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5) Optimalisasi Anggaran / Pendanaan 

Seluruh kegiatan implementasi proyek perubahan menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat dan Sekretariat 

Daerah. 

 

C. Pengembangan Organisasi Pembelajar 

Pengembangan Organisasi Pembelajar (Learning Organization) dalam 

pelaksanaan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, 

Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui 

Coaching Clinic adalah langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan inovasi, 

adaptasi terhadap perubahan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 

Untuk itu pelaksanaan Pengembangan Organisasi Pembelajar (Learning 

Organization) telah dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi dengan 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai 

bentuk perubahan. Hasil rapat koordinasi dan rekonsiliasi tersebut menghasilkan 

kesepakatan pada instansi terkait yaitu Inspektorat, Bappeda, BPKAD dan Biro 

Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk menerapkan Coaching Clinic 

sebagai media pengawasan Tata Kelola Pemerintahan.  

Dalam pelaksanaan Proyek Perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, 

Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah 

Melalui Coaching Clinic telah dilakukan komunikasi dengan pemangku 

kepentingan (stakeholder) yang merupakan individu, sekelompok manusia, 

komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang 

memiliki hubungan serta kepentingan terhadap inovasi / proyek perubahan yang 
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sedang dilakukan reformer. Stakeholder yang dalam pelaksanaan proyek perubahan 

ini terdiri dari stakeholder internal dan stakeholder eksternal.  

Tabel 6 Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Stakeholder internal yang terdiri dari komponen internal Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan, yang terdiri dari :  

a) Guberrnur Sumatera Selatan  

b) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan  

c) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

d) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 

e) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan  

f) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan  

2) Stakeholder eksternal yang terdiri dari komponen yang berada diluar 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :  

a) Provider Swasta  

b) Lembaga Swadaya Masyarakat  

c) Perguruan Tinggi 
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d) Media Massa (Cetak dan Elektronik) 

Terhadap hasil komunikasi pemangku kepentingan (Stakeholders) tersebut 

diatas, dikelompokkan yang menunjukkan peran dalam pelaksanaan proyek 

perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro 

Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui Coaching Clinic di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :  

1. Promotors adalah stakeholder yang memiliki pengaruh dan minat tinggi 

terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam kelompok ini 

adalah dari komponen internal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam, 

yang terdiri dari :  

a) Guberrnur Sumatera Selatan  

b) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan  

c) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

d) Auditor / P2UPD 

e) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

f) BPK RI  

g) BPKP RI 

2. Latents adalah stakeholder yang memiliki pengaruh besar, tetapi memiliki 

minat yang rendah terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder 

dalam kelompok ini adalah APH, Irjend, LSM dan Media Massa.   

3. Defenders adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil, tetapi memiliki 

minat yang tinggi terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam 

kelompok ini adalah Masyarakat dan Perguruan Tinggi.  

4. Apathetics adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil dan minat rendah 



Zulkarnain, S.E., M.M – Laporan Proyek Perubahan  33 | H a l .  

 

terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam kelompok ini 

adalah Pihak Swasta.  

Tabel 7 Hasil Komunikasi Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK 

STAKEHOLDER 
STRATEGI KOMUNIKASI 

Promotors 

( P ) 

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan 

dukungan dan minat promoters terhadap proyek perubahan ini  (closely 

managed strategy ), diantaranya : 

• Koordinasi secara regular; 

• Konsultasi secara regular; 

• Pelaporan secara regular; 

• Diskusi secara regular. 

 

Latens 

( L ) 

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat 

stakeholder terhadap proyek perubahan, yaitu : 

• Sosialisasi tentang pentingnya pengawasan tata Kelola pemerintah 

melalui penerapan Coaching Clinic. 

• Penyampaian bahwa pentingnya peran latens dalam keberhasilan  

terbentuknya Coaching Clinic; 

• Diskusi dan persuasi agar latens menjadi promoters. 

 

Defenders 

( D ) 

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan 

pengaruh stakeholder agar mendukung proyek perubahan, yaitu: 

• Sosialisasi dan penjelasan yang reguler ( keep informed ); 

• Edukasi tentang pentingnya penerapan Coaching Clinic terhadap 

pengawasan tata Kelola pemerintahan. 

Apathetics 

( A ) 

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat 

stakeholder ini agar mendukung proyek perubahan yaitu: 

• Sosialisasi / Launching dan advokasi tentang penerapan Coaching 

Clinic sebagai media pengawasan tata Kelola pemerintahan. 

• Diskusi dan persuasi agar apathetic menjadi defenders. 
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BAB IV 

KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN 

 

 

 
A. Jangka Menengah 

Terhadap keberlanjutan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, 

Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah 

Melalui Coaching Clinic pada jangka menengah telah dituangkan dalam Sasaran 

Kinerja Pegawai Project Leader sebagai bentuk jaminan keberlanjutan pelaksanaan 

proyek perubahan ini. Adapun sebagai tahapan milestone keberlanjutan pada 

jangka menengah adalah sebagai berikut :  

1) Penyusunan Program Kerja dalam Penerapan Coaching Clinic di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  

2) Penyediaan Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Coaching Clinic melalui 

penyediaan anggaran untuk Penyusunan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 

2025 untuk Sarana Prasarana Coaching Clinic  

3) Penyediaan Anggaran Tahun 2025 untuk Peningkatan Kompetensi Auditor 

/ P2UPD  

4) Penyediaan Rumah Coaching Clinic. 

5) Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan 

pelaksanaan penambahan pegawai melalui penerimaan CPNS. 

6) SPI masuk Zona Hijau. 

7) Opini LKPD tetap Wajar Tanpa Pengecualian  

8) Kasus atau Pengaduan berkurang  

9) Nilai AKIP Provinsi naik menjadi A  
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10) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penerapan Coaching Clinic 

 

B. Jangka Panjang 

Terhadap keberlanjutan proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, 

Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah 

Melalui Coaching Clinic pada jangka panjang telah dituangkan dalam Sasaran 

Kinerja Pegawai Project Leader sebagai bentuk jaminan keberlanjutan pelaksanaan 

proyek perubahan. Adapun sebagai tahapan milestone keberlanjutan pada jangka 

panjang adalah sebagai berikut :  

1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai aturan dan Kinerja OPD / 

Pemerintah Provinsi meningkat 

2) Daya Beli  Masyarakat meningkat 

3) Bertambahnya Kesempatan Kerja bagi Masyarakat  

4) Informasi kepada Masyarakat lewat media atas penyelenggaraan 

pemerintahan 

5) Pertanggunjawaban keuangan sesuai dengan aturan  

6) Indeks pertumbuhan ekonomi meningkat 

7) Pendapatan Masyarakat meningkat  

8) Dukungan Masyarakat atas program pemerintah 
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BAB V 

PEMANFAATAN MATA PELATIHAN PILIHAN  

DALAM IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN 

 

 

 
Implementasi proyek perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, 

Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah 

Melalui Coaching Clinic pelaksanaannya memuat dan mengadopsi beberapa mata 

pelatihan kepemimpinan nasional yang dipelajari selama pelatihan. Berikut mata 

pelatihan yang diadopsi dalam implementasi proyek perubahan Mengoptimalkan 

Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro Organisasi Dalam Pengawasan Tata 

Kelola Pemerintah Melalui Coaching Clinic, sebagai berikut :  

1) Membina Kerjasama Tim , dapat dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu :  

a. Menanamkan visi dan misi 

b. Membangun komunikasi yang efektif 

c. Saling percaya dan menghormati  

d. Menghargai perbedaan pendapat 

e. Melakukan evaluasi rutin  

f. Merayakan pencapaian  

g. Memberikan kesempatan untuk mengambil Keputusan  

h. Membangun Sense of Belonging. 

2) Konsep Pemikiran dalam Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan  

Metode pemecahan masalah / kebimbangan yang berfokus pada kebutuhan 

pengguna dan dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan Keputusan. 

Metode yang digunakan salah satunya dengan Coaching Clinic. 
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3) Konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Perlu pemahaman setiap orang bahwa setiap proses pencapaian tujuan 

organisasi, perlu adanya membangun pengendalian intern yang baik dengan 

cara melakukan identifikasi risiko dan membangun infrastruktur pengendalian 

sebagai sarana mitigasi risiko, seperti dengan penerapan Coaching Clinic. 

Tabel 8 Mata Pelatihan Pilihan 

 

NO. MATA PELATIHAN 

PILIHAN 

KETERANGAN 

1. Membina Kerjasama Tim Membina Kerjasama tim dapat dilakukan dengan: 

1.Menanamkan Visi dan misi, 2. membangun 

komunikasi yang yang efektif, 3. Saling percaya 

dan menghormati, 4. Menghargai perbedaan 

pendapat, 5. Melakukan evaluasi rutin, 

6.Merayakan pencapaian, 7. Memberikan 

kesempatan untuk mengambil Keputusan, 8. 

Membangun sense of belonging 

2. Design Thinking Dalam 

Pemecahan Masalah dan 

Pengambilan Keputusan 

Metode pemecahan masalah/ kebimbangan yang 

berfokus pada kebutuhan pengguna, dan dapat 

digunakan sebagai pertimbangan pengambilan 

keputusan. Metode yang digunakan salah satunya 

dengan coaching Clinic 

3. Konsep Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah 

Perlu  pemahaman  setiap  orang  bahwa setiap  

proses  pencapaian tujuan organisasi, perlu adanya 

membangun pengendalian intern yang baik 

dengan cara melakukan identifikasi risiko dan 

membangun infrastruktur pengendalian sebagai 

sarana mitigasi risiko, seperti dengan coaching 

clinic. 
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BAB VI 

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI  

DALAM ADOPSI PROYEK PERUBAHAN 

 

 

 
A. Implementasi Pengembangan Kompetensi  

Upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan mitigasi agar permasalahan 

tersebut tidak terulang kembali, diperlukan adanya pemecahan masalah dengan 

solusi sebagai berikut :  

a) Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risikonya  

Pemetaan risiko dilakukan untuk menjadikan perhatian dengan membangun 

pengendaliannya sebagai bentuk mitigasi sehingga diharapkan tidak terjadi lagi 

permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya.  

b) Melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi 

c) Melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi secara rutin kepada pegawai, 

sehingga para pegawai yang terlibat dalam kegiatan dapat melaksanakan 

kegiatannya / tupoksinya sesuai dengan peraturan.  

d) Meningkatkan peran Inspektorat dalam Pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi 

dan Pengawasan Lainnya).  

e) Audit yang dilakukan permasalahan yang menjadi perhatian dari hasil 

pemeriksaan yang dilakukan pihak eksternal pemerintahan provinsi, untuk 

memastikan apakah kejadian tersebut masih berulang terjadi atau terjadi di 

OPD yang belum menjadi sample. Pada pengawasan lainnya yang dapat 

dilakukan tentunya adalah pembinaan melalui adanya Coaching Clinic. Para 

pelaksana OPD dapat berkonsultasi dan mendapatkan pembinaan, bimbingan 

teknis secara singkat untuk dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan di 
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bidang tertentu.  

Dengan upaya yang dilakukan diatas diharapkan Opini WTP dapat dicapai 

dengan minimnya permasalahan, dan pengaduan berkurang dengan adanya perang 

pengawasan dari Inspektorat Daerah terkhususnya adanya pembinaan melalui 

kebijakan pelaksanaan coaching clinic. Hal ini akan berdampak terhadap 

penegakan integritas. Kinerja OPD dan Pemerintah Meningkat yang dicerminkan 

dengan Nilai AKIP A atau AA.  

Tabel 9 

Strategi Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Adopsi Inovasi 
 

NO 

TURUNAN 

NYA 

PIHAK 

TERDAMPAK 

PERUBAHAN 

KOMPETENSI YANG 

DIBUTUHKAN 

CARA PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

(KLASIKAL/NON KLASIKAL) 

1. Inspektorat Tersedianya SDM 

(Auditor/P2UPD) yang 

meningkatnya kemampuan 

pengetahuan mengenai 

pengelolaan keuangan dan 

pelaksanaan tugas pokoK dan 

fungsi OPD (kinerja), sehingga 

dapat mengawal mitigasi risiko 

baik keuangan maupun kinerja 

OPD dan Pemerintah dengan 

Assurance dan Konsultasi 

Mengikuti diklat, sosialiasi, 

bimtek, serta belajar mandiri 

2. BPKAD Peningkatan kompetensi 

dalam pengelolaan 

keuangan 

Mengikuti diklat, sosialiasi, 

bimtek, belajar mandiri, serta 

konsultasi 

3. BAPPEDA Peningkatan kompetensi 

dalam perencanaan 

Mengikuti diklat, sosialiasi, 

bimtek, belajar mandiri, serta 

konsultasi 

4. Biro 
Organisasi 

Peningkatan kompetensi 

SDM sehingga 

terlaksananya Tupoksi 

dan dapat mendampingi 

OPD dalam peningkatan 

kinerja. 

Mengikuti diklat, sosialiasi, 

bimtek, belajar mandiri, serta 

konsultasi 
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5. OPD Peningkatan kompetensi 

SDM sehingga 

terlaksananya Tupoksi 

dan keuangan sesuai 

dengan peraturan serta 

terdapat peningkatan 

kinerja. 

Mengikuti diklat, sosialiasi, 

bimtek, belajar mandiri, serta 

konsultasi 

6. Pemerintah 

Provinsi 

Tersedianya SDM yang 

kompeten, yang dapat 

melaksanakan Tupoksi 

dengan kinerja yang baik, 

serta pengelolaan 

keuangan dapat terlaksana 

sesuai dengan peraturan, 

sehingga LKPD dapat 

opini WTP, nilai AKIP 

predikat A, MCP nilai 

tertinggi di provinsi 

Sumsel, SPI zona hijau, 

serta turunnya angka 

pengaduan. 

Mengikuti diklat, sosialiasi, 

bimtek, belajar mandiri, serta 

konsultasi 
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BAB VII 

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 

 

 

 
A. Implementasi Pengembangan Potensi Diri  

Berdasarkan hasil penilaian terhadap peserta dan oleh mentor maka untuk 

pengembangan potensi diri diperlukan dalam rangka pelaksanaan proyek 

perubahan Mengoptimalkan Peran Inspektorat, Bappeda, Bpkad Dan Biro 

Organisasi Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Melalui Coaching Clinic, 

adalah sebagai berikut :  

1) Para Auditor/P2UPD mengikuti pendidikan dan pelatihan, Bimtek, 

Sosialisasi serta pelatihan dikantor sendiri (PKS). 

2) Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait. 

3) Belajar secara mandiri seperti memahami atas peraturan. 

Pengembangan Potensi Diri diperlukan sebagaimana tabel 7 berikut: 

 
Tabel 10 Deskripsi Pengembangan Potensi Diri 

 

NO KAPASITAS KEGIATAN 

1. INTEGRITAS 1. Tanggung Jawab 

2. Komitemen 

3. Kedisiplinan 

4. Kejujuran 

5. Konsistensi 

6. Pengambilan Keputusan 

7. Pembuatan aturan perilaku dan etika 

8. Pengawasan pelaksanaan aturan 

9. Membimbing dan menumbuhkan sifat integritas 

10. Memberikan contoh yang baik 

11. Menegakkan aturan serta pemberian sanksi dan  

penghargaan 



Zulkarnain, S.E., M.M – Laporan Proyek Perubahan  42 | H a l .  

 

 

2. 

 

KERJASAMA 

1. Internal 

2. Eksternal 

3. Fleksibilitas 

4. Komitmen 

5. Membangun komunikasi dua arah. 

6. Saling berbagi pengetahuan dan pengalaman 

7. Membangun kerjasama dalam mencapai tujuan 

organisasi 

3. MENGELOLA 

PERUBAHAN 

1. Pelayanan Publik 

2. Kemampuan Beradaptasi 

3. Pengembangan Bawahan dan Orang Lain 

4. Orientasi pada hasil dan inisiatif 

5. Membangun strategi manajemen perubahan sesuai 

kondisi yang diharapkan 

6. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan perubahan 

7. Meminta masukan dari pihak terkait 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

 
A. Kesimpulan 

Kesimpulan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 dan Surat 

Keputusan Gubernur Nomor 110/KPTS/VII/2022 menunjukkan bahwa Asisten 

Administrasi Umum memiliki peran penting dalam membantu Sekretaris Daerah 

dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta mengoordinasikan 

tugas perangkat daerah, termasuk Inspektorat Daerah. Namun, tantangan yang 

dihadapi, seperti kegagalan beberapa wilayah di Sumatera Selatan dalam 

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, 

mengindikasikan adanya masalah dalam pertanggungjawaban keuangan. Ini 

mencerminkan perlunya peningkatan pengawasan dan kepatuhan terhadap 

ketentuan yang berlaku untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan 

pengelolaan keuangan daerah yang baik. 

1) Adanya perubahan ini mendorong terwujudnya pengawasan kolaboratif antara 

inspektorat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis dengan 

pembinaan dari BPKP. Pendekatan Coaching Clinic ini dapat mempercepat 

proses peningkatan kompetensi dan pemahaman OPD di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  

2) Output utama Proyek Perubahan merupakan bentuk dukungan stakeholder atas 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dengan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah  
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3) Dalam periode implementasi proyek perubahan telah menyelesaikan semua 

tahapan milestone jangka pendek dan beberapa kegiatan menengah dapat 

dilaksanakan.  

4) Hasil sosialisasi dan piloting yang telah dilaksanakan disimpulkan bahwa 

pengawasan kolaboratif dengan pendekatan coaching clinic, berhasil 

mendapatkan dukungan dari para stakeholders.  

 

B. Rekomendasi  

Meskipun pengawasan tata Kelola pemerintahan melalui penerapan Coaching 

Clinic telah berjalan namun masih banyaknya tantangan ke depan dalam 

keberlanjutan penerapan Coaching Clinic, untuk itu ada beberapa rekomendasi 

diantaranya yaitu : 

1) Proyek perubahan ini diimplementasikan terbatas pada Satuan Pengawasan 

Internal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Inspektorat). 

Kedepannya perlu percepatan replikasi pada APIP Kabupaten / Kota maupun 

di SPI BUMD, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlaksana, 

sebagai salah satu contoh pelaksanaan proyek tepat waktu, dispute semakin 

berkurang dan jika terjadi dispute dapat diselesaikan oleh APIP dengan efektif. 

2) Agar Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan kolaboratif dengan 

Coaching Clinic yang telah ditetapkan dapat disosialisasikan secara masif tidak 

hanya pada OPD, tetapi juga dilingkungan BUMD dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota.  

3) Agar implementasi proyek perubahan efektif memberikan output, outcome 

bahkan dampak yang luas, hasil kegiatan sosialisasi dan implementasinya 
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dianalisis untuk dijadikan sarana pembelajaran dan perbaikan.  

 

C. Lesson Learnd 

Kegiatan pelatihan kepemimpinan Tingkat II memberikan pengalaman yang 

berharga bagi Project Leader terutama dalam hal-hal sebagai berikut :  

1) Terbangunnya keyakinan bahwa pendekatan pengawasan kolaboratif antara 

Inspektorat dengan OPD Teknis dapat memberikan hasil yang lebih efektif 

baik secara internal maupun eksternal. 

2) Pengalaman menjadi pemimpin kolaboratif dengan mengasah kemampuan 

melakukan komunikasi efektif. Komunikasi efektif dapat mengubah posisi 

stakeholder yang sebelumnya berada pada kuadran latent dan apathetic 

bergeser menjadi defenders bahkan promotors. 

3) Pengembangan inovasi dengan menggunakan database berbasis digital atas 

hasil konsultasi permasalahan / kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

OPD, dapat menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi Auditor / P2UPD 

maupun OPD lain yang berkelanjutan.  
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